
WALIKOTA PALEMBANG 
PERATURAN WALil<OTA PALEMBANG 

NOMOR '10 TAHUN 2010 

TENTANG 

PElAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 21 
TA.HUN 201 0 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PA0A 
PERUSAHAAN DAERAH AJR MINUM (PDAM) TIRTA MUSI PALEMBANG 

Menlmbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

a. bahwa guna memenuhl ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kola 
Palembang Nomor 21 Tahun 2010. tentang Penyertaan Modal 
Daereh Pada Perusahaan Daerah Air Minum (POAM) Tirta Musi 
Palembang yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota 
Palembang Tahun 2010 Nomor 21 tanggal 1 Desember 2010, perlu 
menetapkan peraturan pelaksanaannya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, 
perlu menetapkan Peraturan Waliko1a Palembang tentang 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 21 
Tahuo 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan 
Daerah Air Min um (PDAM) Tlrta Musi Palembang. 

1. Undang-Undang Nemer 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tlng.kat LI dan Kotapraj1:1 di Sumatera Selatan (Lembaran 
Negara RI Tahun 1959·Nomor 73, Tanibahan Lembaran Negara RI 
Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih dan Bebas darl Korupsl, Kolusi clan Nepotisme 
{Lembara.n Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tamba'han 
lembaran Negara RI Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 t~ntang Pembentukan 
Peraturan Peruodang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389); 

5. UndanS-Undang Nomor 15 Tahun 2004 teritang Pemeriksaan, 
Pengefolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Neg.:ira RI 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahl,!n 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lernbaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomcir 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nagara RI T ehun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); 

7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan An~ Pemerintah Pusat dan Pemerinta.han Oaerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Rf Nomor 4438); 



Menetapkan 

8. Peraturan Peme•rintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansl Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 
49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503); 

9. Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140. 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578); 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Taliun 2006 l'entang Peogelolaan 
Barang MUik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 
Nomor 20, Tambaban Lembaran Negara RI Nomor 4809); 

11. f.>eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang 
Bantuk Hukum Sadan Usaha Mili.k Daerah; 

12.Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Penge\olaari Keuangan Daereh, sebaga!mana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007 tentang P~rubahan Atas Peraturan Menter! Dalam Negeri 
Nomor 13 Ta.hun 2006 tentang Padoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang Nomor 
1/Perda/Huk/1976 tentang pendlrlan Perusahaan Daerah Air 
Minum Kot:amadya Daerah Tingkat II Palembang (Lembaran 
Daerah Propinsi, Daetah Tingkal I Sumatera Selalan Tahun 1976 
Nomor 13); 

14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang 
Pokok-Pokok Penge.lolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kofa Palembang Tahun 2007 Nomor 2); 

15,Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 6 Tahun 2008 t8fltang 
Urusan Pemerintah Kota Palembang (L.embaran Daerah Kola 
P.ilembang Taliun 2Q08 Nor:nor 6); 

16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 21 Tahun 2010 tentang 
Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan D~erah Air Minum 
(PDAM)' Tirta Musi Palembang (lembaran Daerah Kota Palembang 
Tahun 2010 Nomor 21). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG 
NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL 
DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) 
TIRTA MUSI PALEMBANG. 

Pasal 1 

Melaksanakan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 21 Tahun 
2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air 
Minum (PDAM) Tirta Musi Palembang. 

Pasal2 

Memerintahkan kepada : 

1. Sekretaris Daerah Kota Palemba-ng ; 
2. Asisten Admlnistrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Palembang ; 
3. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Musi 

Palembang ; dan 
4. Kepala Bagian Keoangan Sekretariat Daerah Kota Palembang, 
urituk melaksanakan Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 21 
Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan 
Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Musi Palembang. 



Pasal 3 

Peraturan ini mulai berlak1.1 pada tanggal dlundangkan. 

Agar setlap orang mengetahuiny~. memerintat\kan penguridangan 
Peraturan ini, dengan penempalannya dalam Betita Daerah Kota 
Palembang. 
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